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BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR  61  TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  

TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

 

 

 

 

 

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 

tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pati. 



4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Pati. 

5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang 

selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati. 

6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan 

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang 

didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan 

fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam 

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 

kelompok sesuai keahliannya. 

BAB II 

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

(1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan 

bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

Bagian Kedua 

Tugas 

Pasal 3 

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian 

Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. 

 

 

 

 

 



Bagian Ketiga 

Fungsi 

Pasal 4 

Badan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan teknis unsur penunjang urusan 

pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan; 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur penunjang 

urusan pemerintahan bidang  Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan   

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan 

bidang  Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;  

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi 

penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

tugas dan fungsinya. 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari : 

a. Kepala Badan. 

b. Sekretariat terdiri dari : 

1. Subbagian Program; 

2. Subbagian Keuangan; 

3. Subbagian Umum. 

c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan; 

1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan; 

2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan 

Fungsional;  

d. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan;  

1. Subbidang Pembinaan Pegawai; 

2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai. 

e. Bidang  Kinerja dan Mutasi; 

1. Subbidang Kepangkatan dan Kinerja;  

2. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian.  



f. Bidang  Formasi dan Jabatan;  

1. Subbidang Data dan Formasi;  

2. Subbidang Pengadaan dan Jabatan;  

g. Kelompok jabatan fungsional; 

h. Unit Pelaksana Teknis Badan. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 

oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan;  

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 

oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan;  

(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 

oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris; 

(5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 

oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang 

ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan; 

(7) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan; 

(8) Bagan Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

RINCIAN TUGAS 

Bagian Kesatu 

Kepala Badan 

Pasal 6 

Kepala Badan mempunyai rincian tugas : 

a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan di bidang Kepegawaian Pendidikan dan 

Pelatihan  sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 



b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis fungsi 

penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian 

Pendidikan dan Pelatihan guna pedoman pelaksanaan 

tugas; 

c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan serta 

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan 

fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan 

tepat, efektif dan efisien; 

d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun 

horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

e. merumuskan kebijakan teknis urusan Kepegawaian 

Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan petunjuk teknis 

dan ketentuan yang berlaku  sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

f. mengoordinasikan pelaksanaan program fungsi penunjang 

urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian Pendidikan 

dan Pelatihan secara berkala sesuai dengan bidang 

permasalahan guna terwujudnya keterpaduan 

pelaksanaan tugas; 

g. menyelenggarakan kegiatan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan di bidang Kepegawaian Pendidikan dan 

Pelatihan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan 

yang berlaku  guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi fungsi 

penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian 

Pendidikan dan Pelatihan sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan 

ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih 

lanjut; 

 



j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program 

kesekretariatan, bidang Pendidikan dan Pelatihan, bidang 

Pembinaan dan Kesejahteraan, bidang Kinerja dan Mutasi, 

Bidang Formasi dan Jabatan sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;  

k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 

l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian 

Pendidikan dan Pelatihan baik secara lisan maupun 

tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan tugas; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 

Bagian Kedua 

Sekretariat 

Pasal 7 

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, 

keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan 

masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian 

perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Badan. 

Pasal 8 

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 

dan pelaksanaan Subbagian Program, Subbagian 

Keuangan, dan Subbagian Umum; 

b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan 

administrasi umum, serta hukum, hubungan masyarakat 

dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas dan fungsi badan; 

c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan 

kegiatan di lingkungan badan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 



Pasal 9 

Sekretariat mempunyai rincian tugas: 

a. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana 

kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja 

agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana; 

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-

undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

bidang kesekretariatan; 

c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat 

diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien; 

d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal 

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

e. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai 

bahan kajian pimpinan; 

f. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan 

data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk 

mengetahui perkembangan serta permasalahan yang 

mungkin timbul; 

g. mengoordinasikan perencanaan program sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan 

pelaksanaan tugas; 

h. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya 

keterpaduan pelaksanaan tugas; 

i. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan 

kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan 

masyarakat dan organisasi Badan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan 

pelaksanaan tugas; 

 

 



j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 

k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada 

atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

Pasal 10 

Subbagian Program mempunyai rincian tugas : 

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan di Subbagian Program berdasarkan 

program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja 

agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana; 

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan Subbagian Program yang 

terkait dengan bidang tugasnya; 

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing 

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan 

kelancaran pelaksanaan tugas secara benar; 

d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas 

bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal; 

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal 

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan 

Badan dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing 

bidang  untuk pelaksanaan kegiatan; 

g. menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui 

mutu pelaksanaan kegiatan; 

 



h. menyusun Rencana Strategis Badan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya guna pedoman pelaksananan tugas; 

i. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran  

murni dan perubahan Badan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan anggaran guna terwujudnya tertib 

administrasi keuangan; 

j. menyusun Laporan Perkembangan Kinerja Program dan 

Kegiatan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban 

keuangan demi terwujudnya akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan tugas;        

k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 

l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian 

Program berdasarkan program kerja agar sesuai dengan 

target hasil; 

m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan  Subbagian 

Program sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan 

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

Pasal 11 

Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas : 

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan 

program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja 

agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana; 

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan Subbagian Keuangan dan 

yang terkait dengan bidang tugasnya; 

 

 

 



c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing 

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan 

kelancaran pelaksanaan tugas secara benar; 

d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas 

bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal; 

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal 

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis surat      

perintah pembayaran (SPP), surat perintah membayar  

(SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) sesuai 

dengan ketentuan sebagai pedoman dalam pencairan 

anggaran; 

g. menyiapkan usulan pejabat penatausahaan keuangan 

bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran  

pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, 

pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan 

pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi; 

i. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian 

Keuangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan 

target hasil; 

k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian 

Keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan 

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 

 



Pasal 12 

Subbagian Umum mempunyai rincian tugas: 

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan Subbagian Umum berdasarkan 

program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja 

agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana; 

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan Subbagian Umum dan yang 

terkait dengan bidang tugasnya; 

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing 

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan 

kelancaran pelaksanaan tugas secara benar; 

d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas 

bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal; 

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal 

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan 

dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk 

terwujudnya tertib administrasi; 

g. menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan 

pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai 

kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas; 

h. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi 

kepegawaian; 

i. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan 

masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi 

dan informasi badan;  

j. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 



k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian 

Umum berdasarkan program kerja agar sesuai dengan 

target hasil; 

l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum 

sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud 

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

Bagian Ketiga 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan  

Pasal 13 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas 

menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pendidikan dan 

Pelatihan Kepemimpinan serta kegiatan Pendidikan Teknis 

dan Fungsional. 

Pasal 14 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam menjalankan tugas 

mempunyai fungsi :  

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 

dan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan, serta kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Teknis dan Fungsional; 

b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan 

Pelatihan Kepemimpinan, Serta kegiatan Pendidikan dan 

Pelatihan Teknis dan Fungsional untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan; 

c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan  

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan serta kegiatan 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 15 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan  mempunyai rincian tugas : 

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan di bidang Pendidikan dan Pelatihan 

sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja 

sesuai dengan rencana; 



b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-

undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, 

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan 

Fungsional;   

c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat 

diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal 

maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Pendidikan 

dan Pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan  

sebagai bahan kajian pimpinan; 

g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan  

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan,  

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan 

Fungsional berdasarkan data yang masuk dan 

pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan 

serta permasalahan yang mungkin timbul; 

h. menyelenggarakan kegiatan  Subbidang Pendidikan dan 

Pelatihan Kepemimpinan sesuai dengan petunjuk teknis 

serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu 

kegiatan; 

i. menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Teknis dan fungsional sesuai dengan petunjuk teknis serta 

ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan; 

j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 

 



k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

Pendidikan  dan Pelatihan baik secara lisan maupun 

tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 

Pasal 16 

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 

mempunyai rincian tugas : 

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan di Subbidang Pendidikan dan 

Pelatihan Kepemimpinan berdasarkan program kerja 

tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar 

pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana; 

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan subbidang Pendidikan dan 

Pelatihan Kepemimpinan dan yang terkait dengan bidang 

tugasnya; 

c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing 

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan 

kelancaran pelaksanaan tugas secara benar; 

d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas 

bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal; 

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal 

maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang Pendidikan 

dan Pelatihan Kepemimpinan sesuai dengan peraturan 

perundang–undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan 

kajian pimpinan; 

g. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan bagi Aparatur Sipil Negara daerah 

berdasarkan analisa kebutuhan diklat untuk menambah 

kompetensi Aparatur Sipil Negara daerah; 



h. melaksanakan monitoring dan evaluasi  semua kegiatan 

diklat kepemimpinan di Lingkungan Pemerintah daerah 

sesuai dengan standar Kurikulum dan Program Kediklatan 

Kepemimpinan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan 

Diklat; 

i. mengirimkan peserta pendidikan dan Pelatihan 

kepemimpinan ke lembaga pendidikan dan pelatihan 

Propinsi atau lembaga pendidikan dan pelatihan pusat 

sesuai jenjang jabatan untuk peningkatan karier; 

j. memproses pemberian ijin belajar, tugas belajar dan 

penggunaan gelar bagi Aparatur Sipil Negara daerah 

sesuai dengan jenjang pendidikan untuk meningkatkan 

karier dan kompetensi;  

k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 

l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbidang 

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan berdasarkan 

program kerja agar sesuai dengan target hasil; 

m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub.Bidang 

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sesuai dengan 

hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas 

dan transparansi pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 

Pasal 17 

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional 

mempunyai rincian tugas : 

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan di Subbidang Pendidikan dan 

Pelatihan Teknis dan Fungsional berdasarkan program 

kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar 

pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana; 

 

 



b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan Subbidang Pendidikan dan 

Pelatihan Teknis dan Fungsional dan yang terkait dengan 

bidang tugasnya; 

c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing 

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan 

kelancaran pelaksanaan tugas secara benar; 

d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas 

bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal; 

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal 

maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang Pendidikan 

dan Pelatihan Teknis dan Fungsional sesuai dengan 

peraturan perundang–undangan dan petunjuk teknis 

sebagai bahan kajian pimpinan; 

g. melaksanakan Penyusunan Analisa Kebutuhan 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional berdasarkan 

formasi jabatan dalam rangka terwujudnya aparatur yang 

professional; 

h. mengirimkan peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan 

Fungsional ke lembaga Pendidikan dan Pelatihan 

Propinsi/Pusat atau lembaga Pendidikan dan Pelatihan 

lainnya berdasarkan analisa kebutuhan diklat untuk 

menambah kompetensi Aparatur Sipil Negara daerah; 

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi  semua kegiatan 

diklat Teknis fungsional di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pati sesuai dengan standart Kurikulum dan 

Program Kediklatan Teknis fungsional untuk 

meningkatkan kualitas pelaksanaan Diklat; 

j. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan  

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 

 



k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbidang 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional 

berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target 

hasil; 

l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional sesuai 

dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud 

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 

 

 

Bagian keempat 

Bidang  Pembinaan Dan Kesejahteraan  

Pasal 18 

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan mempunyai tugas 

menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pembinaan Pegawai 

dan Kesejahteraan Pegawai. 

Pasal 19 

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan dalam menjalankan 

tugas mempunyai fungsi :  

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,pembinaan 

dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pegawai dan 

Kesejahteraan Pegawai; 

b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan 

Pegawai dan kegiatan Kesejahteraan Pegawai untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 

badan; 

c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan     

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan     

sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

 

 

 



Pasal 20 

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan mempunyai rincian 

tugas : 

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan di bidang Pembinaan dan 

Kesejahteraan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan 

program kerja sesuai dengan rencana; 

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-

undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

subbidang Pembinaan Pegawai, Subbidang Kesejahteraan 

Pegawai; 

c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan  

ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat 

diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal 

maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Pembinaan 

dan Kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan  

sebagai bahan kajian pimpinan; 

g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

subbidang Pembinaan Pegawai, Subbidang Kesejahteraan 

Pegawai berdasarkan data yang masuk dan pemantauan 

lapangan untuk mengetahui perkembangan serta 

permasalahan yang mungkin timbul; 

h. menyelenggarakan kegiatan Subbidang Pembinaan 

Pegawai  sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan 

yang ada guna peningkatan mutu kegiatan; 

i. menyelenggarakan kegiatan Subbidang kesejahteraan   

sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada 

guna peningkatan mutu kegiatan; 

 



j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan  

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 

k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan 

Pembinaan dan Kesejahteraan baik secara lisan maupun 

tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan   oleh 

pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 

Pasal 21 

Subbidang Pembinaan Pegawai mempunyai rincian tugas : 

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan di Subbidang Pembinaan Pegawai 

berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai 

pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai 

dengan rencana; 

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan Subbidang Pembinaan 

Pegawai dan yang terkait dengan bidang tugasnya; 

c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing 

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan 

kelancaran pelaksanaan tugas secara benar; 

d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas 

bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal; 

e. melaksanakan konsultasi dan baik vertikal maupun 

horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

f. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang Pembinaan 

Pegawai sesuai dengan peraturan perundang–undangan 

dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan; 

g. melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap  

Aparatur Sipil Negara yang melanggar peraturan 

perundang-undangan sesuai dengan kewenangan untuk 

meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara; 



h. mempersiapkan keputusan hukuman disiplin terhadap 

Aparatur Sipil Negara yang melanggar peraturan 

perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dalam rangka terwujudnya Aparatur Sipil Negara 

yang disiplin dan bermoral; 

i. memproses permohonan ijin bagi Aparatur Sipil Negara 

yang akan mencalonkan diri menjadi kepala desa dan 

perangkat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dalam rangka tertib administrasi kepegawaian   

j. memproses permohonan ijin untuk melakukan 

perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Pemerintah daerah sesuai peraturan 

perundang undangan yang berlaku untuk meningkatkan 

disiplin Aparatur Sipil Negara; 

k. melaksanakan penilaian satuan kerja perangkat daerah/ 

individu berprestasi di lingkungan pemerintah daerah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka 

peningkatan kinerja  

l. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbidang 

Pembinaan Pegawai berdasarkan program kerja agar 

sesuai dengan target hasil; 

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang 

Pembinaan Pegawai sesuai dengan hasil pelaksanaan 

kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan tugas; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 

 

 

 

 

 



Pasal 22 

Subbidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai rincian tugas : 

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan di subbidang Kesejahteraan 

Pegawai berdasarkan program kerja tahun sebelumnya 

sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja 

sesuai dengan rencana; 

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan  Subbidang Kesejahteraan 

Pegawai  dan yang terkait dengan bidang tugasnya; 

c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing 

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan 

kelancaran pelaksanaan tugas secara benar; 

d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas 

bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal; 

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal 

maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang 

Kesejahteraan Pegawai sesuai dengan peraturan 

perundang–undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan 

kajian pimpinan; 

g. melaksanakan pelayanan pengurusan Kartu Istri/Kartu 

Suami (KARIS/KARSU), Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu 

Pegawai Elektronik (KPE), Tabungan Perumahan Pegawai 

Negeri Sipil dan Tabungan Pensiunan (TASPEN) 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka tertib administrasi kepegawaian;  

h. melaksanakan pelayanan pengurusan Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) 

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 

meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara; 

 

 

 



i. mengusulkan pemberian penghargaan atas pengabdian  

(Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya) bagi 

Aparatur Sipil Negara dengan masa pengabdian 10 

(sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 30 (tiga puluh) 

tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 

meningkatkan kualitas kinerja; 

j. melaksanakan penyiapan bahan kajian terkait tunjangan 

tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan guna peningkatan kesejahteraan 

dan kinerja; 

k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 

l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbidang 

kesejahteraan pegawai berdasarkan program kerja agar 

sesuai dengan target hasil; 

m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang 

kesejahteraan pegawai sesuai dengan hasil pelaksanaan 

kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 

Bagian Kelima 

Bidang Kinerja dan Mutasi 

Pasal 23 

Bidang Kinerja dan Mutasi mempunyai tugas menyiapkan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

dan pengelolaan kegiatan Subbidang Kepangkatan dan 

Kinerja, Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian. 

Pasal 24 

Bidang Kinerja dan Mutasi dalam menjalankan tugas 

mempunyai fungsi :  

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 

dan pelaksanaan kegiatan Kepangkatan dan Kinerja serta 

kegiatan  Pemindahan dan Pemberhentian; 



b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan  Kepangkatan 

dan Kinerja, serta kegiatan Pemindahan dan 

Pemberhentian untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi badan; 

c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan  

Kepangkatan dan Kinerja, serta kegiatan Pemindahan dan 

Pemberhentian; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 25 

Bidang Kinerja dan Mutasi mempunyai rincian tugas : 

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan di bidang Kinerja dan Mutasi  

sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja 

sesuai dengan rencana; 

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-

undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

Subbidang Kepangkatan dan Kinerja, Subbidang 

Pemindahan dan Pemberhentian;  

c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat 

diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal 

maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Kinerja dan 

Mutasi sesuai peraturan perundang-undangan sebagai 

bahan kajian pimpinan; 

g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

Subbidang Kepangkatan dan Kinerja, Subbidang 

Pemindahan dan Pemberhentian berdasarkan data yang 

masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui 

perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;       



h. menyelenggarakan kegiatan Subbidang Kepangkatan dan 

Kinerja sesuai dengan petunjuk teknis serta peraturan 

perundang-undangan guna  peningkatan mutu kegiatan; 

i. menyelenggarakan kegiatan Subbidang Pemindahan dan 

Pemberhentian sesuai dengan petunjuk teknis serta 

peraturan perundang-undangan guna peningkatan mutu 

kegiatan; 

j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 

k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Formasi 

dan Jabatan baik secara lisan maupun tertulis kepada 

atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 

                               Pasal 26 

Subbidang Kepangkatan dan Kinerja mempunyai rincian 

tugas : 

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan di subbidang Kepangkatan dan 

Kinerja berdasarkan program kerja tahun sebelumnya 

sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja 

sesuai dengan rencana; 

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan subbidang Kepangkatan 

dan Kinerja  dan yang terkait dengan bidang tugasnya; 

c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing 

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan 

kelancaran pelaksanaan tugas secara benar; 

d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas 

bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal; 



e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal 

maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang 

Kepangkatan dan Kinerja sesuai dengan peraturan 

perundang–undangan dan  petunjuk teknis sebagai bahan 

kajian pimpinan; 

g. melaksanakan proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji 

berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kinerja; 

h. melaksanakan proses Peninjauan Masa Kerja (PMK) sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku untuk  memenuhi hak-

hak Aparatur Sipil Negara; 

i. menyeleksi administrasi dan mengirimkan peserta ujian 

dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah bagi 

Aparatur Sipil Negara di daerah sesuai dengan ketentuan 

dalam rangka pengembangan karier Aparatur Sipil Negara;  

j. Melaksanakan implementasi  penilaian prestasi kerja bagi 

Aparatur Sipil Negara di daerah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dalam rangka pengembangan karier 

Aparatur Sipil Negara; 

k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 

l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbidang  

Kepangkatan dan Kinerja  berdasarkan program kerja agar 

sesuai dengan target hasil; 

m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang  

Kepangkatan dan Kinerja sesuai dengan hasil pelaksanaan 

kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 

 

 

 



Pasal 27 

Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian mempunyai 

rincian tugas : 

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan di subbidang Pemindahan dan 

Pemberhentian berdasarkan program kerja tahun 

sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan 

program kerja sesuai dengan rencana; 

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan Subbidang Pemindahan 

Dan Pemberhentian dan yang terkait dengan bidang 

tugasnya; 

c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing 

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan 

kelancaran pelaksanaan tugas secara benar; 

d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas 

bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal; 

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal 

maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang Pemindahan 

dan Pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian 

pimpinan; 

g. melaksanakan proses pengangkatan  Calon Pegawai Negeri 

Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dalam rangka  pengembangan karier Aparatur 

Sipil Negara; 

h. melaksanakan proses kegiatan sumpah/janji pegawai 

negeri sipil di lingkungan Pemerintah daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka  

terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional;  

 

 



i. melaksanakan proses mutasi wilayah kerja bagi jabatan 

fungsional/Pelaksana di lingkungan Pemerintah daerah 

sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

j. melaksanakan proses pemberhentian pegawai negeri sipil 

karena batas usia pensiun, atas permintaan sendiri atau 

karena alasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dalam rangka tertib administrasi kepegawaian; 

k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 

l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbidang  

Pemindahan dan Pemberhentian berdasarkan program 

kerja agar sesuai dengan target hasil; 

m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang 

Pemindahan dan Pemberhentian  sesuai dengan hasil 

pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  

pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 

Bagian Keenam 

Bidang  Formasi dan Jabatan  

Pasal 28 

Bidang Formasi dan Jabatan mempunyai tugas menyiapkan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

dan pengelolaan kegiatan Subbidang Data dan Formasi, 

Subbidang Pengadaan dan Jabatan.  

Pasal  29 

Bidang Formasi dan Jabatan dalam menjalankan tugas 

mempunyai fungsi :  

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 

dan pelaksanaan kegiatan Data dan Formasi, dan kegiatan 

Pengadaan dan Jabatan; 

b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Data dan 

Formasi dan kegiatan Pengadaan dan Jabatan  untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 

badan; 



c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan  

Data dan Formasi, dan kegiatan Pengadaan dan Jabatan;   

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan   

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 30 

Bidang Formasi dan Jabatan mempunyai rincian tugas : 

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan di bidang Formasi dan Jabatan 

sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja 

sesuai dengan rencana; 

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-

undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

Subbidang Data dan Formasi, Subbidang Pengadaan dan 

Jabatan;  

c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat 

diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal 

maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Formasi dan 

Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai 

bahan kajian pimpinan; 

g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

subbidang Data dan Formasi, Subbidang Pengadaan dan 

Jabatan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan 

lapangan untuk mengetahui perkembangan serta 

permasalahan yang mungkin timbul; 

h. menyelenggarakan kegiatan Subbidang Data dan Formasi,  

dan sesuai dengan  petunjuk teknis serta ketentuan yang 

ada guna peningkatan mutu kegiatan; 

i. menyelenggarakan kegiatan Subbidang Pengadaan dan 

Jabatan sesuai dengan  petunjuk teknis serta ketentuan 

yang ada guna peningkatan mutu kegiatan; 



j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 

k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Formasi 

dan Jabatan baik secara lisan maupun tertulis kepada 

atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 

Pasal 31 

Subbidang Data dan Formasi mempunyai rincian tugas : 

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan di Subbidang Data dan Formasi 

berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai 

pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai 

dengan rencana; 

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan Subbidang Data dan 

Formasi dan yang terkait dengan bidang tugasnya; 

c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing 

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan 

kelancaran pelaksanaan tugas secara benar; 

d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas 

bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal; 

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal 

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang Data dan 

Formasi sesuai dengan peraturan perundang–undangan 

dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan; 

g. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengumpulan, 

pengolahan dan penyajian data kepegawaian di daerah 

sesuai dengan ketentuan dalam rangka tertib Administrasi 

Kepegawaian; 



h. menyusun formasi Aparatur Sipil Negara pemerintah 

daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 

rangka perencanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara; 

i. melaksanakan proses penyimpanan dan pengelolaan file 

kepegawaian daerah sesuai dengan ketentuan guna 

meningkatkan pelayanan di Bidang Kepegawaian; 

j. melaksanakan pengelolan Sistem Informasi Kepegawaian 

sesuai dengan ketentuan guna tertib administrasi dan 

peningkatan kualitas pelayanan di Bidang Kepegawaian;  

k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 

l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbidang Data 

dan Formasi berdasarkan program kerja agar sesuai 

dengan target hasil; 

m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Data 

dan Formasi sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan 

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 

Pasal 32 

Subbidang Pengadaan dan Jabatan mempunyai rincian tugas: 

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan di Subbidang Pengadaan dan 

Jabatan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya 

sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja 

sesuai dengan rencana; 

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan Subbidang Pengadaan dan 

Jabatan dan yang terkait dengan bidang tugasnya; 

c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing 

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan 

kelancaran pelaksanaan tugas secara benar; 



d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas 

bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal; 

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal 

maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang Pengadaan 

dan Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian 

pimpinan; 

g. melaksanakan proses pengadaan seleksi Penerimaan 

Calon Pegawai Negeri  Sipil  (CPNS) dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan  

ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan organisasi; 

h. melaksanakan proses administrasi  pengangkatan Calon 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian; 

i. menyusun bahan kegiatan standar kompetensi manajerial 

(SKM) dan standar kompetensi Teknis (SKT) sesuai 

peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam 

pengangkatan jabatan; 

j. mempersiapkan bahan dalam rangka pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan 

struktural dan fungsional sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku guna ketepatan dalam pengambilan keputusan; 

k. melaksanakan proses usul pemberhentian, pengangkatan 

pertama kali, dan pengangkatan kembali dalam jabatan 

fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 

rangka pengembangan karier pegawai negeri sipil;  

l. melaksanakan proses evaluasi bagi Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (PPPK)  sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dalam rangka tertib administrasi 

kepegawaian; 

m. mempersiapkan bahan dalam rangka pengangkatan,  

pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah sesuai 

ketentuan yang berlaku guna ketepatan dalam 

pengambilan keputusan;   



n. melaksanakan proses pelantikan pejabat struktural dan  

pengukuhan kepala sekolah sesuai ketentuan yang 

berlaku demi terwujudnya pegawai negeri sipil yang 

profesional; 

o. menyusun konsep surat perintah yang menjalankan tugas, 

surat perintah pelaksana tugas dan surat perintah 

pelaksana harian dalam jabatan struktural dan kepala 

sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan 

guna tertib administrasi kepegawaian; 

p. melaksanakan proses administrasi kepegawaian sesuai 

peraturan perundang-undangan guna tertib administrasi 

kepegawaian; 

q. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 

r. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan subbidang 

Pengadaan dan Jabatan berdasarkan program kerja agar 

sesuai dengan target hasil; 

s. membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbidang 

Pengadaan dan Jabatan sesuai dengan hasil pelaksanaan 

kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan tugas; 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 33 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit 

organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 

baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar 

satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta 

instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan 

tugas masing-masing. 



(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi 

pimpinan unit organisasi dan bawahannya, dan bila 

terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab 

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 

tugas bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada 

pimpinan satuan organisasi dan menyiapkan laporan 

berkala tepat pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 

organisasi dari pimpinan unit organisasi dibawahnya wajib 

diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 

petunjuk kepada bawahan. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing pimpinan 

unit organisasi kepada pimpinan satuan organisasi, 

tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan 

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 

hubungan kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan 

organisasi dan pimpinan unit organisasi di bawahnya 

dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, 

wajib mengadakan rapat berkala. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 34 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2017. 
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dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

 

Ditetapkan di Pati 

Pada tanggal 5 Oktober 2016 

BUPATI PATI, 

 
ttd. 
 

HARYANTO 

 

Diundangkan di Pati 

Pada tanggal 5 Oktober 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

 

ttd. 
 

    DESMON HASTIONO 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 61 

 

 

 


